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PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Kp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Hakim Tunggal

pada tingkat  pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai  gugat

antara:

PENGGUGAT,  NIK  XXXXXXXXXXXX,  tempat  tanggal  lahir  Kupang,

XXXX,  agama  Islam,  pendidikan  terakhir  SMA,

pekerjaan  ibu rumah  tangga,  bertempat  tinggal

dahulu  beralamat  di  XXXXX  dan  sekarang

berdomisili di XXXXXX, sebagai PENGGUGAT;

Lawan

TERGUGAT,  tempat  tanggal  lahir  Kupang,  XXXXX,  agama  Islam,

pendidikan  terakhir  SMA,  pekerjaan  swasta

(teknisi), bertempat  tinggal dahulu  beralamat  di

XXXXX dan sekarang tidak  diketahui  alamatnya

dengan pasti di dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik  Indonesia  maupun  di  luar  wilayah

Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal  22 Maret 2024

yang  terdaftar di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Kupang dengan register

Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Kp,  tanggal 2  April  2024,  dengan  dalil-dalil  pada
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pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami

istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XXXX M atau

bertepatan  dengan  tanggal  XXXX,  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX sesuai dengan Kutipan Akta

Nikah Nomor XXXXXXX, tanggal XXXXX;

2. Bahwa  sebelumnya  Penggugat  beragama  Kristen  Protestan  dan

setelah  1  (satu)  bulan  memeluk  agama  Islam barulah  menikah  dengan

Tergugat;

3. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut,  Penggugat  dan  Tergugat

bertempat tinggal di kontrakan yang beralamat di  XXXXX dan pada tahun

2015  Penggugat  dan  Tergugat  pindah  ke  Kupang  dan  tinggal  bersama

dengan orangtua Tergugat yang beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa

Tenggara Timur;

4. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sigat ta’liq talak

kepada Penggugat;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah

melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami  isteri  (ba’da dukhul)

dan belum dikaruniai anak ;

6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

pada  awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 rumah

tangga   Penggugat  dan  Tergugat  mulai  tidak  harmonis,  sering  terjadi

percekcokan dan pertengkaran disebabkan karena:  

6.1. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

apabila terjadi selisih pendapat; 

6.2.  Penggugat  merasa  Tergugat  tidak  menghargai  Penggugat  sebagai

seorang  istri  dikarenakan  Tergugat  tidak  mau  mendengar  curhatan

Penggugat;

6.3. Penggugat merasa Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat

dikarenakan  Tergugat  jarang  silaturhami  ke  rumah  orangtua

Penggugat  dan  Tergugat  juga  jarang  menghadiri  acara  keluarga

Penggugat;
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7. Bahwa puncak pertengaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi

pada bulan Januari 2022 dikarenakan Penggugat mengajak Tergugat untuk

berjualan  namun  Tergugat  sibuk  bermain  game  dan  menolak  ajakan

Penggugat sehingga Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga

dan  mengusir  Penggugat  dari  rumah  serta  meminta  Penggugat  untuk

mengajukan cerai;

8. Bahwa  sejak  bulan  Januari  2022  hingga  saat  ini  baik  Tergugat

maupun pihak keluarga Tergugat tidak pernah melakukan mediasi;

9. Bahwa  karena  keadaan  demikian  sehingga  Penggugat  pergi

meninggalkan rumah dan kembali  ke  rumah orang tua  penggugat  yang

beralamat di Kelapa Lima dan setelah itu Penggugat juga tidak mengetahui

keberadaan Tergugat hingga saat ini; 

10. Bahwa sejak bulan Maret 2018 hingga saat ini Tergugat tidak pernah

memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

11. Bahwa  karena  keadaan  rumah  tangga  yang  demikian,  akhirnya

Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup

lagi  membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat

karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai

sesuai dengan tujuan perkawinan;

12. Bahwa karena perkawinan antara  Penggugat  dan Tergugat  selalu

mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah

tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini

sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang  Nomo. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f)  jo. Kompilasi

Hukum  Islam  Pasal  116,  serta  yurisprudensi  yang  masih  berlaku

dibenarkan adanya perceraian;

13. Bahwa  sesuai  dengan  alasan-alasan  tersebut  di  atas  maka

Penggugat  berhak  mengajukan  gugatan  cerai  terhadap  suaminya  di

Pengadilan Agama Kupang, agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan

Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

14. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil  tersebut di  atas, Penggugat mohon agar

Ketua Pengadilan Agama Kupang  Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan

mengadili  perkara  ini,  selanjutnya  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

berbunyi :    

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider:

Jika  Hakim  Tunggal  berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya  (ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang

menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan

tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang

sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di  persidangan,

Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata

bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya  dalam  persidangan  Hakim  Tunggal telah

memeriksa identitas Penggugat yang ternyata identitas Penggugat yang tertera

pada gugatan Penggugat sesuai dengan identitas Penggugat yang tertera pada

Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat;

Bahwa, Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat, agar berfikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah

datang menghadap di persidangan meskipun telah dipaggil secara resmi dan

patut;

Bahwa,  selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan

surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum  yang isinya

ada  perubahan  dan  memberi  keterangan  tambahan  sebagaimana  dalam

Berita Acara Sidang;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
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jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, Penggugat  untuk  membuktikan  dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili,  Nomor: XXXXXX,

atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan Lurah xxxx, Kota  Kupang,

tanggal 22 Maret 2024.  Bukti tersebut bermeterai cukup,  di-nazegelen

dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  XXXXXXX,  atas  nama

TERGUGAT  (Tergugat)  dengan  PENGGUGAT  (Penggugat),  yang

dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor  Urusan  Agama xxxx.  Bukti  tersebut

bermaterai  cukup,  di-nazegelen dan  sesuai  dengan  aslinya, diberi

tanda P.2;

3. Fotokopi  Surat  Keterangan  Nomor:  xxxxxx  atas  nama

TERGUGAT,  yang  dikeluarkan  oleh an.  Lurah  Kota  Kupang.  Bukti

tersebut  bermaterai  cukup,  di-nazegelen dan sesuai  dengan aslinya,

diberi tanda P.3;

B. Saksi-saksi

Saksi  1, SAKSI  1,  umur  54  tahun,  agama Kristen  Protestan,  pekerjaan

nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di  Kota Kupang, Provinsi Nusa

Tenggara  Timur.  Saksi  mengaku  sebagai  ayah  kandung  Penggugat,  di

bawah  janjinya  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT,  Penggugat

adalah anak kandung saksi;

- Bahwa  Penggugat  mempunyai  suami  bernama  TERGUGAT,

menikah pada tahun 2014;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

Batam,  kemudian  pindah  dan  tinggal  bersama  di  rumah  orang  tua

Tergugat di Kupang;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;
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- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dan  Tergugat  karena  Tergugat  sering  memukul  Penggugat  apabila

Penggugat dan Tergugat berbeda pendapat;

- Bahwa  saksi  tidak  pernah  pernah  melilhat  atau  mendengar

Penggugat bertengkar, namun setelah pertengkatan terjadi, Penggugat

datang ke rumah saksi,  saksi  melihat wajah Penggugat memar akibat

dipukul  oleh  Tergugat,  kemudian  saksi  menemui  Tergugat  di  rumah

orang tua Tergugat dan Tergugat mengakui perbuatannya;

- Bahwa  tahun  2022  sampai  sekarang,  Tergugat  pergi  dari  rumah

kediaman  bersama  dan  sampai  sekarang  tidak  diketahui  tempat

tinggalnya; 

- Bahwa  sejak  Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat,  Tergugat

tidak pernah memberi kabar, tidak pernah memberikan nafkah kepada

Penggugat;  

- Bahwa, Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari  Tergugat

akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan uang atau harta lainnya untuk

memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, Penggugat berjualan kue untuk

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat ;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat,

namun tidak berhasil;

Saksi  2,  SAKSI  2,  umur 53  tahun,  agama Kristen  Protestan,  pekerjaan

mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Kupang,

Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur.  Saksi  mengaku  sebagai  ibu  kandung

Penggugat, di bawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT,  Penggugat adalah anak

kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat, menikah

pada tahun 2014;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

Batam,  kemudian  pindah  dan  tinggal  bersama  di  rumah  orang  tua

Tergugat di Kupang;
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- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat apabila terjadi

perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa  pada  tahun  2022,  saksi  sering  melihat  atau  mendengar

Penggugat bertengkar di rumah saksi, Tergugat sering memukul badan

Penggugat;

- Bahwa  tahun  2022  sampai  sekarang,  Tergugat  pergi  dari  rumah

kediaman  bersama  dan  sampai  sekarang  tidak  diketahui  tempat

tinggalnya; 

- bahwa Tergugat tidak meninggalkan uang atau harta lainnya untuk

memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, Penggugat berjualan kue untuk

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat ;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat,

namun tidak berhasil;

Bahwa,  Penggugat  telah  memberikan  kesimpulan  secara  lisan  yaitu

Penggugat tetap  pada dalil-dalil  gugatannya untuk bercerai  dengan Tergugat

dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini,  maka semua

hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

 Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim Tunggal telah

memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana

yang  dimaksud  oleh  Pasal  55  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  dan

Tergugat  sudah  dipanggil  sesuai  ketentuan Pasal  27 Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan

patut;

Menimbang,  bahwa Tergugat  yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan
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patut, akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

dan gugatan Penggugat  tersebut harus diperiksa secara verstek,  vide Pasal

149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang,  bahwa  pada  setiap  persidangan,  Hakim  tetap  berusaha

mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasihat kepada

Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama, sebagaimana

yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang

Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  jo.  Pasal  82  ayat  (1)  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang,  perkara  ini  tidak  dapat  dilaksanakan  mediasi  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  alasan  perceraian  dalam  gugatan

Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian,  maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. 1685 KUH Perdata,

Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa Penggugat  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya  telah

mengajukan bukti P.1,P.2, dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang,  bahwa bukti  P.1  (Fotokopi Surat  Keterangan Berdomisili)

telah memenuhi syarat formil dan materiil, bukti tersebut menjelaskan bahwa

PENGGUGAT (Penggugat) berdomisili di Kota  Kupang,  Provinsi  Nusa

Tenggara Timur, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf   (a) dan ayat (2)

serta  Pasal  73  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang

Peradilan  Agama  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang
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Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor

50  Tahun  2009  adalah  merupakan  kewenangan  relatif  Pengadilan  Agama

Kupang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.2  (Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah)  telah

memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  sebagai  akta  otentik,  oleh  karena  itu

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata,  membuktikan bahwa Penggugat dan

Tergugat  terikat  dalam  pernikahan  yang  sah  secara  Islam  sebagaimana

ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 6

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan

pasal  49  ayat  (1)  huruf  (a)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989 Tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009,  Penggugat  mempunyai  kualitas  untuk  mengajukan  perceraian  dan

Pengadilan Agama  Kupang berwenang secara absolut dalam  memeriksa dan

mengadili perkara tersebut; 

Menimbang,  bahwa  bukti  P.3 (Fotokopi Surat  Keterangan),

menjelaskan  bahwa  Tergugat  telah  pergi  meninggalkan  rumah  sejak  tahun

2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi 1  dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil

dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan

309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa pertengkaran dan perselisihan antara

Penggugat dan Tergugat  secara terus menerus dan puncaknya terjadi  pisah

rumah antara Penggugat dengan Tergugat ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat,

baik berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian sebagai

berikut:

 Bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah  melangsungkan pernikahan

pada tanggal 13 Oktober 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Provinsi Kepulauan Riau;

 Bahwa para saksi  mengetahui  bahwa setelah menikah Penggugat

dan  Tergugat  tinggal  tinggal  di  Batam,  kemudian  pindah  dan  tinggal

bersama di rumah orang tua Tergugat di Kupang; 
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 Bahwa  para  saksi  mengetahui  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

sejak tahun 2022 sampai sekarang;

 Bahwa  para  saksi  mengetahui  penyebab  perselisihan  dan

pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat  karena  Tergugat  sering

memukul Penggugat apabila terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat

dan Tergugat;

 Bahwa  hanya  saksi  kedua  yang  pernah  melihat  dan  mendengar

langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi pertama

mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bertengkar karena saksi melihat

luka memar di wajah Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat dan Tergugat

mengakuinya; 

 Bahwa  para  saksi mengetahui bahwa Tergugat pergi meninggalkan

Penggugat sejak tahun 2022 sampai sekarang;

 Bahwa  para  saksi  mengetahui  bahwa  sejak  Tergugat  pergi

meninggalkan  Penggugat,  Tergugat  tidak  pernah  menghubungi  atau

memberi kabar kepada Penggugat;

 Bahwa  para  saksi  mengetahui  bahwa  sejak  Tergugat  pergi

meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada

Penggugat  dan  tidak  meninggalkan  sesuatu  apapun  untuk  memenuhi

kebutuhan hidup Penggugat;

 Bahwa para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan keluarga telah

berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

 Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat  dan Tergugat  adalah pasangan suami  istri  sah

dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa  telah  terjadi perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus

menerus  antara Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa Tergugat  telah pergi  meninggalkan Penggugat  sejak tahun

2022 sampai sekarang atau selama 2 (dua) tahun;
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4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun

lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

     Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

    Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah

dan rahmah, maka hubungan suami istri  harus dilandasi dengan rasa saling

mengasihi,  saling  menyayangi,  saling  mempercayai,  saling  mengerti,  saling

menghormati,  saling  menghargai  serta  melaksanakan  segala  hak  dan

kewajiban  sebagai  suami  istri.  Namun  apabila  landasan-landasan  tersebut

terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

      Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi Penggugat dan Tergugat yang

telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang cukup lama yakni 2

(dua) tahun, telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali. Penggugat juga

telah  berketetapan  hati  ingin  berpisah  dengan  Tergugat.  Dengan  melihat

keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa akan

sulit  mewujudkan  rumah  tangga  yang  bahagia,  tentram  dan  penuh  rahmah

serta  kasih  sayang  seperti  yang  diharapkan  pasangan  suami  istri  pada

umumnya,  justru  sebaliknya  akan  mendatangkan  kemudharatan  dan

perselisihan  yang  berkepanjangan  bagi  salah  satu  pihak  atau  kedua  belah

pihak.  Dengan demikian Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga

Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan

untuk dipersatukan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-

Qur’an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah,

mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

       Menimbang, bahwa disamping itu Hakim mengutip pendapat Pakar Hukum

Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil

alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal sebagai berikut:

ليطاق              مما اليذاء وكان الزوج اعتراف أو الزوجة ببينة القاضى لدى دعواها ثبت اذا

بائنة             طلقة طلقها بينهما الصلح عن القاضى وعجز امثالهما بين العشرة دوام معه
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Artinya:  “Jika tuduhan di  depan Pengadilan terbukti  dengan keterangan istri

atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak

dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan

Pengadilan  tidak  mampu  mendamaikan  mereka,  maka  boleh

dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung

Republik  Indonesia Nomor  3 tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang

Pemberlakuan Rumusan Hasil  Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

2023 sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  bagi  Pengadilan,  dinyatakan

bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus

menerus  dapat  dikabulkan  jika  terbukti  suami  istri  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  terus  menerus dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi

dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat

6  (enam) bulan  kecuali  ditemukan fakta  hukum adanya Tergugat/Penggugat

melakukan KDRT, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di  atas,  Hakim  Tunggal  berkesimpulan  sangat  sulit  merukunkan  Penggugat

dengan Tergugat serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang  bahwa  perceraian  bukan  jalan  yang  terbaik  dalam

menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Penggugat dan Tergugat

dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian

rupa,  maka  justru  akan  menimbulkan  mafsadat  yang  lebih  besar  daripada

mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua

belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang diambil

sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

المصالح جلب على مقدم المفاسد درء

Artinya:  “Menolak  kerusakan  harus  didahulukan  daripada  menarik

kemaslahatan”,

Menimbang  bahwa  dalam  kitab  Iqna’ Juz  II  halaman  133,  yang

selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, disebutkan kaidah

yang artinya:

“Dan  apabila  telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si Istri kepada 

suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya 
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dengan Talak satu Bain Sughra”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di  atas,  Hakim  Tunggal  berpendapat  bahwa  gugatan  Penggugat  telah

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974

juncto Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba`in shughra

Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c

Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Kupang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat),  tetapi  keduanya

boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang,  bahwa perkara  ini  adalah termasuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).
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Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama

Kupang pada hari  Senin,  tanggal 5 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan

tanggal  30  Muharram 1445 Hijriah oleh  SRIYANI HN, S.Ag.,  M.H.,  sebagai

Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

52/KMA/HK.05/2/2022,  tanggal  25  Februari  2022  tentang  Izin  Persidangan

Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh SAHBUDIN

KESI,  S.Ag., M.H. sebagai  Panitera  serta  dihadiri  oleh  Penggugat  tanpa

hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

SRIYANI HN, S.Ag., M.H.

Panitera,

SAHBUDIN KESI, S.Ag., M.H.

                              

Rincian Biaya Perkara:

1.PNBP : Rp  60.000,00

2. Biaya Proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 240.000,00

4  .   Meterai                                     :     Rp  10.000,00  

Jumlah                    :Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah)
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